BAB V
PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada latar belakang dan bab
sebelumnya terhadap penerapan asas droit de suite pada perjanjian jaminan fidusia
dengan menganalisis 3 (tiga) putusan Pengadilan Negeri Gorontalo, maka simpulan
dalam penelitian ini berdasarkan 2 (dua) rumusan masalah yang diangkat adalah :

1. Penerapan asas droit de suite dalam perjanjian Jaminan Fidusia dengan
menganalisis ketiga putusan tersebut diperoleh bahwa didalam setiap perjanjian
yang dibuat antara kreditur dan debitur telah memuat bahwa objek jaminan
fidusia masih merupakan milik Kreditur atau penerima fidusia selama kredit
atas obyek tersebut belum dilunasi. Jika terjadi wanprestasi oleh debitur entah
mengalihkan, menggadaikan, maupun menyewakan maka kreditur sebagai
penerima fidusia memiliki hak untuk mengeksekusi benda yang menjadi objek
jaminan fidusia tersebut ditangan siapapun benda itu berada.

2. Akibat hukum jika terjadi wanprestasi pada perjanjian jaminan fidusia dalam
penerapan asas droit de suite berdasarkan hasil wawancara yang peneliti
lakukan maka diperoleh bahwa akibat hukum yang akan diterima oleh debitur
yang wanprestasi dengan mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda

yang menjadi objek jaminan fidusia adalah dengan ancaman pidana
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pelanggaran Pasal 372 KUHP dan Pasal 32 UUJF bagi penjual atau pihak kedua
dan ancaman pidana pelanggaran Pasal 480 KUHP bagi pembeli.

5.2 SARAN

Saran peneliti berdasarkan uraian pada latar belakang dan fakta yang peneliti
dapatkan dilapangan yang melihat banyaknya kasus wanprestasi yang dilakukan oleh
para debitur di berbagai perusahaan pembiayaan yang berada di Kota Gorontalo.

1. Maka debitur sebaiknya memperhatikan dan memahami isi perjanjian Jaminan
Fidusia terutama hak dan kewajiban debitur yang termuat didalam perjanjian
tersebut. Karena dalam setiap perjanjian Jaminan Fidusia memuat bahwa objek
jaminan fidusia masih merupakan milik Kreditur atau penerima fidusia selama
kredit atas obyek tersebut belum dilunasi, sehingga jika debitur wanprestasi atau
cidera janji maka kreditur penerima fidusia memiliki hak mengeksekusi benda yang
menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun atau yang di sebut dengan
prinsip droit de suite.

2. Maka debitur seharusnya tidak mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan
fidusia kepada orang lain, karena dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Jaminan
Fidusia menyatakan bahwa transaksi jual beli, gadai, dan sewa terhadap benda yang
menjadi objek jaminan fidusia tidaklah dibenarkan dan akan menerima sanksi yang
berat yaitu dengan ancaman pidana pelanggaran Pasal 372 KUHP dan Pasal 32
UUJF bagi penjual atau pihak kedua dan ancaman pidana pelanggaran Pasal 480
KUHP bagi pembeli. Jika debitur merasa tidak mampu pembayaran kredit lagi

pihak finance akan memberikan alternative kuasa atau di jaminkan kepada pihak
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ketiga atau dalam istilahnya (diover kredit), yaitu pihak ketiga membeli dengan

cara meneruskan pembayaran kredit pihak debitur terdahulu.
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Data Kasus Fidusia Pengadilan Negeri Gorontalo

No Jenis Perkara 2015 2016 2017 Jumlah

1 Perbuatan Melawan 3 1 9 13
Hukum

2. Pidana Khusus - 2 3 5
Jumlah Kasus Fidusia (2015-2017) 18
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